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Pelaksanaan PTKM Harus Diawasl Ketat

amerintah mulal
nemberiakukan
pembatasan di

S081al Berskala Besar
(PSBB) atau karantina

wembatass ¢

SDETUNIYA (e 3iks
wilayah sebagaimana terutama dalaen s
awa dan Ball sampal diatur dalam undang Isaha kuliner, Serndest iy s
dengan 25 Januarl nantl undang setelah pukuk 1900 Wik
Stilah yang dipakal adalah PPKM atau PTKM hanya PenguUniuUNg warundg rmaxs
memberiakuan Pembatasan  meneruskan apa yang tidak boleh mernyantap

AegQiatan Masyarakat
PPKM), DIY termasuk
Galam wilayah yang

wallb menerapkan PPKM
Pemda DIY menggunakan
stilah Pembatasan
>ecara Terbatas
Keglatan Masyarakat
PTKM). Pembatasan

Ini adalah upaya untuk
mengendalikan virus
Corona penyebab Covid-19.
Pembatasan-pembatasan
yang diterapkan memang
tidak seketat Pembatasan

sudah banyak diterapkan
sejak pandemi, seperti
bekerja darl rumah atau
belajar dari rumah. Poin
yang cukup signifikan
adalah pembatasan
kegiatan sosial dan
pembatasan pelayanan
usaha kuliner,
Pengawasa PTKM atau
PPKM harus ditegakkan
agar pembatasan ini
benar-benar dijalankan.
Sejak diberlakukan
Senin (11/1), poin-poin

makanan di warung
Mereka boleh membe
asalkan makanan dibawa
pulang. Namun, di barnyak
tempat, ketentuan ir
tidak dipatur
lokasi yang menda
perhatian utama P
kawasan Tugu Jogja
hingga Maliobore, warung
warung memang tertib dan
mematuhi PTKM seteiah
Satpol PP memberikan
persuasi.

Namun, di lokasi lain

Di beberapa

—

apalagi di tempat yang tak
dijangkau razia Satpol PP,
pembatasan tak berlaku.
Mas® banyak kerumunan
di warung makan,
Pengawasan juga harus
terapkan pada kegiatan
hajatan yang dilakukan
masyarakat terutama
hajatan pernikahan.
Seperti ketentuan yang
telah dilakukan di Bantul
dan Gunungkidul yang
menetapkan hajatan
masing-masing maksimal
50 orang dan 25 orang.
Jika tak dilakukan
pengawasan ketat terhadap
hajatan warga, bisa jadi
kasus Kaster hajatan akan
makin banyak,
Contohnya adalah kasus

lima pasang pengantin
baru yang harus menjalani
isolasi mandiri karena
positif Covid-19 di Bantul.
Pengetatan kegiatan
hajatan yang dilakukan
di sejumlah kapanewon
di Bantul juga harus
diapresiasi. Bentuk
pengetatan yang dimaksud
seperti dilakukan di
Kapenawon Banguntapan
yang mengatur secara
teknis terkait dengan
pelaksanaan hajatan di
wilayahnya. Tidak hanya
bentuk sajian makanan
yang diatur, tetapi juga
absensi kehadiran sampai
waktu pelaksanaan hajatan.
PTKM harus dievaluasi
terus menerus dalam

pelaksanaan selama

dua pekan diberlakukan.
Apakah dijalankan di
lapangan atau tidak.
Sanksi harus diberlakukan
kalau ada pelaku usaha
yang membandel. Bahkan
bila perlu, sebaiknya
pengetatan diberlakukan
sepanjang pandemi
Covid-19 belum selesai.

Masyarakat mesti
adaptasi, termasuk
dunia usaha dan instansi
pemerintah.

Terpenting adalah
penegakan aturan. Tanpa
itu, PTKM atau PPKM
hanya akan menjadi macan
kertas dan upaya untuk
menekan laju Covid-19 tak
akan tercapal,

Instansi
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Tindak Lanjut
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